
WALIKOTA1 MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 10 T AHUN 2006 

TENT ANG 

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA 
KOTA MOJOKERTO 

WALIKOTA MOJOKERTO 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Sistem Informasi 
dan Telematika Kota Mojokerto yang terpadu perlu di­ 
laksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data 
dan informasi yang akurat, aktual dan terpercaya di ling­ 
kungan Pemerintah Kota Mojokerto ; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf � maka perlu 
menetapkan Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Tele­ 
matika Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam 
suatu Peraturan Walikota Mojokerto. . 

1. Undang­Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pem­ 
bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat; 

2. Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme­ 
rintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
125); 

3. Peraturan Pernerintah Nomor fl Tahun 1982 tentang Peru­ 
bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo­ 
kerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74,. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Ke .. 
wenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim 
Koordinasi Telematika Indonesia; 

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 13/KEP/1,1.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum 
Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan 
Instansi Pemerintah ; 

7. Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2003 
tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika 
Propinsi Jawa timur. 



Memperhatikan 

Menetapkan 
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Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembang­ 
an dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. 

J l 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN W ALIKOT A MOJOKERTO TENT ANG PENYE­ 
LENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN TELEMATIKA 
KOT A MOJOKERTO. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ; 
2. Kota adalah Kota Mojokerto ; 
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto; 
4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor 
di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ; 

5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Mojo­ 
kerto; . 

6. Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota adalah Kantor 
Pengolahan Data Elektronik Kota Mojokerto ; 

7. Dinas Informasi dan Komunikasi adalah Dinas Informasi dan 
Komunikasi Kota Mojokerto ; 

8. Badan Perencanan Pembangunan Kota adalah Badan Peren­ 
canaan Pembangunan Kota Mojokerto ; 

9. E­Govcrnn1cnt (Electronic Government) adalah system pe­ 
manfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT / 
Information and Communication Technology) bcrbasis inter­ 
net/intranet untuk memberikan akses pelayanan Pemerintah 
kepada Pemerintah, Pemerintah kepada kalangan Bisnis, 
Pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat mengakses 
berbagai informasi atau memperoleh · pelayanan secara 
elektronik ; 

10. Instansi Internal adalah Instansi perangkat daerah di ling­ 
kungan Pemerintah Kota Mojokerto ; 

11. Instansi Ekstemal adalah Instansi diluar lingkungan Peme­ 
rintah Kota Mojokerto ; 

12. Pusat Data Kota adalah himpunan berbagai jenis data yang 
disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan 
suatu sistem dan teknik penyimpanan data secara elektronik 
untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota dan masya­ 
rakat; 

13. Data adalah suatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol 
dan atau kombinasi dari unsur­unsur tersebut yang mem­ 
punyai pengertian tertentu ; 
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14. Informasi adalah hasil pengolahan dan analisa data berupa 
keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi 
pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan; 

15. sistem informasi adalah suatu sistem yang memproses, me­ 
ngelola dan .mengorganisasi data untuk menyediakan in­ 
formasi; 

16. Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika) 
adalah merupakan sinergi antara teknologi informasi dan 
teknologi komunikasi yang diarahkan 'pada ketersediaan 
jaringan informasi dan data yang menghubungkan Instansi 
Pemerintah dalam rangka otomatisasi pelayanan umum ; 

17. Teknologi Informasi adalah teknologi yang mencakup pe­ 
rangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat 
komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi ; 

18. Aplikasi adalah suatu piranti lunak yang mengaplikasikan 
suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi 
sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja ter­ 
sebut lebih efisien, efektif dan akurat; 

19. Website adalah sekumpulan informasi yang mencakup 
grafis, suara, animasi dan efek khusus lain sebagai tambahan 
pada teks dan bisa diakses melalui sebuah jaringan kom­ 
puter, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk 
halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke 
halaman informasi lain ; · 

20. Data Internal. adalah data yc/ng dibutuhkan Perangkat 
Daerah Kota Mojokerto ; 

21. Data untuk masyarakat adalah data yang disediakan untuk 
kepentingan masyarakat ; 

22. Sistem Informasi dan telematika meliputi Sistem Web, 
Program Aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras serta 
perangkat jaringan informasi. 

BAB II 
TUJUAN DAN SARAN 

Pasal 2 

Tujuan Sistem Informasi dan Telematika adalah untuk menye­ 
diakan data dan informasi secara berdayaguna dan berhasilguna 
dalam upaya menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan 
pembangunan, pemberdayaan dunia usaha dan pelayanan 
umum : 

Pasal 3 

Sasaran sistem informasi dan telematika sebagai berikut: 
a. Terbentuknya dan terpeliharanya pusat data Kota dalam men­ 

dukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan 
Pemerintah Kota serta pelayanan data dan informasi kepada 
masyarakat ; . · 

b. Terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang 
dapat dioperasikan melalui pembangunan dan pengembangan 
sistem informasi dan telematika ; 
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c. Tersedia infra struktur teknologi infonnasi yang dapat meng­ 
hubungkan dan mengintegrasikan antar instansi perangkat 
daerah di lingkungan Pemerintah Kota dan antara Pemerintah 
Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerin­ 
tah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Masyarakat untuk men­ 
dukung terwujudnya E­Gover1unent. 

BAB III 

POKOK­POKOK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI 
DAN TELEMA TIKA 

Pasal 4 

Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika mencakup : 
1. Pengorganisasian ; 
2. Pembangunan dan Pengembangan; 
3. Pelaksanaan ; 
4. Koordinasi; 
5. Evaluasi ; 
6. Pembiayaan : 

Bagian Pertama 
Pengorganisasian 

Pasal 5 

(1). Sistem Informasi dan Telematika diselenggarakan oleh Ins­ 
tansi Perangkat Daerah ; 

(2). Hasil dari pelaksanaan sistem infonnasi dan telematika se­ 
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi data dan in­ 
forrnasi untuk kebutuhan internal kota dan untuk kebu­ 
tuhan masyarakat luas; 

(3). Pembangunan dan pengembangan teknologi sistem Infor­ 
masi dan telcmatika dilaksanakan olch Instansi Perangkat 
Daerah yang dikoordinasikan oleh Kantor Pengolahan Data 
Elektronik ; 

(4). Pengumpulan dan pengolahan data di bidang perencanaan 
pembangunan dikoordinasikan oleh Badan Perencanan 
Pcmbangunan Kota; 

(5). Kerangka isi sistem informasi dan telematika dikembang­ 
kan oleh Instansi Perangkat Dl1erah yang dikoordinasikan 
oleh Dinas Informasi dan Komunikasi. 

Bagian Kedua 
Pembangunan dan Pengembangan 

Pasal 6 

Pernbangunan dan pengembangan sistem informasi telematika 
mcncakup : 
a. Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan 

jaringan komunikasi data; 
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b. Perangkat lunak aplikasi sistem informasi dan telematika; 
c. Tenaga pelaksana . 

Pasal 7 

(1). Perangkat lunak computer, perangkat keras dan jaringan 
komunikasi data di setiap Instansi Perangkat Daerah di­ 
sesuaikan dengan volume data dan kebutuhan sistem 
informasi dan telematika; 

(2). Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan 
jaringan komunikasi data di setiap Instansi Perangkat 
Daerah harus dapat berkomunikasi dan menjamin kom­ 
patibilitas antar sistem. 

Pasal 8 

(1). Perangkat lunak aplikasi sistem infonnasi dan telematika di 
setiap Instansi Perangkat Daerah dibangun dan dikem­ 
bangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi ; 

(2). Perangkat lunak aplikasi sistem informasi dan telematika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan 
aplikasi Pusat Data Kota ; 

(3). Dalam keadaan tertentu Kantor Pengoilahan Data Elek­ 
tronik dapat memberi bantuan tehnis pembangunan dan 
pengembangan perangkat lunak aplikasi sistem infonnasi 
dan telematika yang dilaksanakan oleh Instansi Perangkat 
Daerah; 

Pasal 9 

Pendidikan dan Pelatihan serta pembinaan tehnis bagi tenaga 
pelaksana dilingkungan Pemerintah Kota dalam bidang sistem 
informasi dan telematika dapat diselenggarakan oleh Kantor 
Pengolahan Data Elektronik Kota dan atau .dapat dikoordina­ 
sikan dengan Instansi Perangkat Daerah yang mempunyai ke­ 
wenangan rnasalah tcrscbut scsuai dcngan kualifikasi kebutuh­ 
an. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan 

Pasal 10 

(1). Pelaksanaan sistem informasi dan telematika meliputi ke­ 
giatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian 
data; 

(2). Instansi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan sistem infor­ 
masi dan telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat bersumber dari Instansi, Eksternal dan masyarakat ; 

(3). Pertukaran data dan informaskdalam rangka pelaksanaan 
sistem informasi dan telematika sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat melalui jaringan komunikasi pusat data 
kota. 
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Pasal 11 

(1). Instansi Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan la­ 
poran data kebutuhan intemal kota kepada Walikota secara 
berkala dan atau insidentil melalui Kantor Pengolaha Data 
Elektronik Kota dapat dengan menggunakan media in­ 
tranet atau media yang lain ; 

(2). Instansi Perangkat Daerah Berkewajiban menyampaikan in­ 
dikator mikro dan makro pembangunan kepada Walikota 
baik secara berkala maupun insidentil melalui Badan Pe­ 
rencanaan Pembangunan Kota ; 

(3). Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota dapat berkoor­ 
dinasi dan bekerjasama dalam penyampaian data sebagai 
bahan informasi untuk masyarakat dengan Dinas Informasi 
dan Komunikasi ; 

(4). Tehnis pelaksanaan situs Web www.mojokerto.go.id dan 
intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
difasilitasi oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota ; 

Bagian Keempat 
Koordinasi 

Pasal 12 

Untuk Terciptanya kesamaan dan keterpaduan dalam penye­ 
lenggaran sisterri informasi dan telematika, dapat dilakukan 
koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga/Badan dan Instansi 
terkait. 

Bagian Kelima 
Evaluasi 

Pasal 13 

Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengemban gan 
dan pelaksanaan sistem informasi dan telematika, Kantor Pe­ 
ngolahan Data Elektronik Kota dan Dinas Informasi dan Ko­ 
munikasi serta Badan Perencanaan Pembangunan Kota ber­ 
kewajiban melakukan evaluasi berkala dan melaporkan kepada 
Walikota. 

Bagian Keenam 
Pembiayaan 

Pasal 14 

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan 
sistem Informasi dan Telematika bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber lain yang sah 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Hal­hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang me­ 
ngenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh W alikota . 

Pasal 16 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundang­ 
kan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun­ 
dangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal 15 Acuetu• 2006 

Diundangkem. di Mo�okerto 
pad.a tanggal 15 AS\lstu 2006 

I DAERAH XOfA MOJOKERfO 

P bina Utama Muda 
'NIP. 080 070 846 

BERiiA DAERAJI KO�A. MOJOKER!O !AHlJII 2006 NOMOR 8/Cf 

Sa lln an sesual dengan asll nya 
KEPALA BA.GIAN HIUKUM. 
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PUDJIHARDJONO,SH 
NIP'. 196007.29
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